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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hokum pidana terhadap 
aksi anarkis yang berakibat pengrusakan fasilitas umum dan untuk mengetahui 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap delik dimuka umum 
melakukan kekerasan terhadap barang yang dilakukan secara bersama-sama dalam 
perkara putusan No.1613/PID.B/2015/PN.MKS. 
Penelitian ini dilaksanakan di instansi Pengadilan Negeri Makassar.Untuk 
mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa 
penelitian pustaka, penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung 
terhadap narasumber pada instansi tersebut. Penelitian yang digunakan adalah 
penelitian hokum normative yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan 
data-data sekunder dan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang 
diperoleh dari berbagai sumber. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1). Penerapan hokum pidana 
terhadap aksi anarkis pengrusakan dalam putusan No. 1613/Pid.B/2015/PN.Mks telah 
sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
Pasal 170 ayat (1). (2). Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap para 
terdakwa memiliki banyak pertimbangan, mulai dari tuntutan PenuntutUmum, 
terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alas an 
pembenar sehingga dinyatakan bersalah, sertahal-hal yang memberatkan dan 
meringankan sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya 
sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan menjalani pidana 
penjara masing-masing selama10 (sepuluh) bulan dan membayar biaya perkara 





A. Latar Belakang 
Negara Indonesia adalah Negara hukum  sebagaimana diatur dalam Undang-
Undng Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam 
pasal 1 ayat (3). Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini diatur 
berdasarkan aturan hukum. Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum 
di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi 
sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada 
masyarakat. 
Sebagaimana diketahui, hukum adalah suatu aturan atau norma yang bersifat 
memaksa dan mengikat setiap individu dan memiliki sanksi bagi yang melanggarnya.  
Beberapa konsep tentang demokrasi diantaranya Demokrasi Konstitusional, 
Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila, Demokrasi 
Rakyat, Demokrasi Soviet, Demokrasi Nasional, dan sebagainya. Semua konsep ini 
memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau 




Indonesia menganut system demokrasi dalam system pemerintahannnya, 
terlepas dari kritik-kritik dengan  demokrasi dalam system kedaulatan rakyat, 
kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara dianggap berada ditangan rakyat Negara itu 
sendiri. Kekuasan itu pada hakikatnya berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan 
untuk kepentingan  seluruh rakyat itu sendiri1. 
Mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum ini diatur dalam KUHP Buku 
II Bab V pasal 153-181. Khusus mengenai tindak pidana pengrusakan fasilitas umum, 
diatur dalam pasal 170 Kitab Undang-undng Hukum Pidana (KUHP), didalamnya 
secara tegas dinyatakan bahwa “Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama 
melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya 
lima tahun enam bulan”2. Dalam proses peradilan, pembuktian merupakan masalah 
yang mempunyai peranan yang sangat penting terhadap proses pemeriksaan siding 
pengadilan, karena dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa.  
Beberapa konsep mengenai demokrasi seperti Demokrasi Konstitusional, 
Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila, Demokrasi 
Rakyat, Demokrasi Nasional dan sebagainya. Demokrasi yang dianut Indonesia, yaitu 
berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan 
ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Undang-Undang Dasar 1945 
menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu, dan yang 
                                                          
1 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusiolisme Indonesia, (Yogyakarta : Sinar Grafika, 
2010 ) hal. 116 
2 Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2012)  hal.65 
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dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Sistem 
Pemerintahan Negara yaitu, negara indonesia berdasarkan atas hukum (reschtsstaat), 
tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat) dan pemerintahan berdasarkan atas 
sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutism (kekuasaan yang tidak 
terbatas) 
Negara hukum merupakan terjemahan dari konsep rechtstaat atau rule of law 
yang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa pada abad ke-19 
dan abad ke-20.Oleh karena itu, Ciri-ciri negara hukum antara lain: adanya supremasi 
hukum, jaminan hak asasi manusia, dan legalitas hukum. Di negara hukum, peraturan 
perundang-undangan yang berpuncak pada undang-undang dasar (konstitusi) 
merupakan satu kesatuan sistem hukum sebagai landasan bagi setiap penyelenggara 
kekuasaan. 
Secara etimologi, “Demokrasi” berasal dari bahasa yunani yaitu “Demos” 
yang berarti rakyat dan ”Carlos” atau “Cretein” yang berarti pemerintahan atau 
kekuasaan. Jadi “Demos-Cratos” atau “Demos-Cretein” berarti pemerintahan rakyat 
atau kekuasaan rakyat3. Oleh sebab itu, rakyat mempunyai pengaruh dan peranan 
yang sangat penting dalam suatu pemerintahan. Dalam suatu negara demokrasi 
dikenal bahwa kekuasaan tertinggi berada pada rakyat, yang merupakan kemponen 
utama dari suatu pemerintahan negara.  
                                                          
3  A. Rasyid Rahman, Pendidikan Kewarganegaraan, (Makassar : UPT MKU Universitas 
Hasanuddin, 2006) hal. 42 
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Dianut dan dipraktikannya prinsip demokratis menjamin peran serta 
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap 
peraturan perundang-undangan yang ditegakkan harus mencerminkan perasaan 
keadilan yang hidup ditengah masyarakat. Hukum yang berlaku, tidak boleh 
ditetapkan dan diterapkan tidak boleh bersifat sepihak dan/atau hanya untuk 
kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan 
demikian, Negara hukum (rechtstaat) yang berkembang bukanlah absolute 
rechtstaat, melainkan democratische reschtstaat atau Negara hukum yang 
demokratis4. 
Perlunya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses 
pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang 
terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer 
oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka 
menjamin keadilan dan kebenaran. Adanya partisipasi langsung ini penting karena 
sistem perwakilan rakyat melalui parlemen tidak pernah dapat diandalkan sebagai 
satu-satunya saluran aspirasi rakyat.  
Oleh karena itu, prinsip representation in ideas dibedakan dari representation 
in presence, karena perwakilan fisik saja belum tentu mencerminkan keterwakilan 
gagasan atau aspirasi. Demikian pula dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh 
                                                          
4 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusiolisme Indonesia, (Yogyakarta : Sinar Grafika, 
2010 ) hal. 132-133 
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aparatur kepolisian, kejaksaan, pengacara, hakim dan pejabat lembaga 
pemasyarakatan, semuanya memerlukan kontrol sosial agar dapat bekerja dengan 
efektif, efisien, serta menjamin keadilan dan kebenarannya.  
Sebagai akibatnya semakin banyak terjadi pertentangan antara bagian-bagian 
dari masyarakat semakin besar kecenderungan untuk merumuskan patokan-patokan 
tentang perilaku melanggar hukum. Akan tetapi perlu dicatat, bahwa perubahan-
perubahan social, timbulnya kepentingan-kepentingan yang baru, bertambahnya 
kepentingan - kepentingan yang perlu dilindungi, dan berubahnya pandangan tentang 
konsepsi kepentingan umum merupakan faktor-faktor lain yang menunjang terjadinya 
pertentangan. 
Dinamika konflik adalah akibat dari dialektika kenyataan dan kekuasaan. 
Burton juga berpendapat bahwa keluhan (grievance) dari kelompok - kelompok 
kepentingan harus dibawa pada pelembagaan yang menyediakan ruang negosisi 
untuk menemukan pemecahan masalah. Suatu konflik produktif sangat mungkin 
melahirkan suatu implikasi yang baik untuk semua pihak berkonflik dengan 
mencegah bentuk-bentuk kekerasan dalam relasi konflik dan mengembangkan 
pemecahan masalah5.  
Kekerasan mempunyai dimensi yang luas. Jika kita mengutip pendapat 
Galtung kekerasan bisa muncul dalam dimensi struktural dan langsung. Kekerasan 
                                                          
5 Novri Susan. Sosiologi Konflik & Isu-isu konflik kontemporer. (Jakarta : Kencana Prenada, , 
2009) Hal. 132 
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struktural menghasilkan ketidakadilan yang diciptakan oleh struktur kekuasaan, baik 
secara politik maupun ekonomi. Kekerasan struktural menciptakan rasa tidak aman, 
melahirkan pengangguran akibat sistem tidak menerima sumber daya manusia di 
lingkungannya, tidak adanya hak untuk mengakses pendidikan secara bebas dan adil, 
dan kematian akibat kelaparan pada saat wilayahnya kaya akan alam.  
Seperti yang di jelaskan dalam Al Qur’an yaitu   
yang berarti kerusakan.  
Menurut tafsir al mu'tabar menegaskan bahwa kerusakan di muka bumi tidak 
lain karena ulah manusia itu sendiri yaitu melakukan peperangan di luar koridoridor 
syariat Allah. dalam peperangan itu manusia membunuh manusia yang oleh Allah 
dilindungi hak hidupnya, bahkan merusak segala tatanan alam yang ada  
Kenyataan kekerasan tersebut mendorong masyarakat untuk berontak. Cara 
yang paling muda melawan kekerasan adalah melalui tindakan-tindakan anarkis, 
merusak fasilitas umum, pemblokiran jalan. Dalam hal itu terjadi runtuhnya 
kepercayaan terhadap negara6. 
Frustasi rakyat terhadap beban persoalan mereka hadapi, baik kemiskinan, 
kerusakan tatanan sosial budaya, dan kerusakan lingkungan akan menjadi pendorong 
yang kuat bagi gerakan protes. Jika penyelesaian yang ditawarkan oleh pemerintah 
hanya bersifat sementara dan tidak pada akar persoalan, yaitu menghapus kekerasan 
                                                          
6 Novri Susan. Sosiologi Konflik & Isu-isu konflik kontemporer. (Jakarta : Kencana Prenada, , 
2009) Hal. 170-171 
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struktural, mobilisasi massa akan terus-menerus ditumbuhkan oleh kelompok-
kelompok masyarakat. 
Asas kepastian hukum berfungsi agar warga masyarakat bebas dari tindakan 
pemerintah dan pejabatnya yang tidak dapat diprediksi dan sewenang-wenang. 
Implementasi asas ini menuntut dipenuhinya syarat legalitas dan konstitusionalitas, 
syarat undang-undang, syarat tidak berlaku surut (non retroaktif), dan asas peradilan 
bebas terjaminnya objektifitas, adil dan manusiawi 
Sebagaimana telah berhasil dirumuskan UUD 1945, ketentuan mengenai hak 
asasi manusia telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam 
Undang-Undang Dasar7. 
Maka hak-hak asasi ini tak lepas dari soal kebebasan dan kewajiban, baik di 
pihak pemegang kekuasaan maupun pihak pendukung hak asasi itu sendiri. 
Kebebasan merupakan syarat untuk mencapai hak. Maka pasti timbul persoalan, 
sejauh mana kewajiban pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk memberikan 
kebebasan warganya dalam mencapai haknya itu, dan sejauh mana pula kewajiban si 
pendukung hak asasi itu untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan haknya, 
sesuai dengan asas-asas dan norma-norma hukum yang telah disepakati bersama8. 
 
                                                          
7 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusiolisme Indonesia, (Yogyakarta : Sinar Grafika, 
2010 ) hal. 84 
8 Padmo Wahjono. Beberapa Masalah Ketata Negaraan Di Indonesia, (Jakarta: CV. 
Rajawali, 1984 ) hal. 60   
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B. Fokus Peleitian  
Fokus pada penelitian ini adalah pada Analisis Yuridis Terhadap Aksi Anarkis 
Berakibat Pengrusakan Fasilitas Umum (Studi Kasus Putusan No. 
65/PID.B/2015/PN. MKS) untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul 
skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis akan mengemukakan beberapa pengertian 
kata dan istilah yang terdapat dalam skripsi ini. 
Kata “Anarkisme” adalah suatu ajaran (paham) yang menentang setiap 
kekuatan negara, atau dapat diartikan suatu teori politik yang tidak menyukai adanya 
pemerintahan dan Undang-Undang. Sebagai suatu paham atau pendirian filosofis 
maupun politik yang percaya bahwa manusia sebagai anggota masyarakat akan 
membawa pada manfaat yang terbaik bagi semua jika tanpa diperintah maupun 
otoritas, boleh jadi merupakan suatu keniscayaan. Pandangan dan pemikiran anarkis 
yang demikian itu pada dasarnya menyuarakan suatu keyakinan bahwa manusia pada 
hakekatnya adalah makhluk yang secara alamiah mampu hidup secara harmonis dan 
bebas tanpa intervensi kekuasaan juga tidaklah sesuatu keyakinan yang salah. 
Kata “Perusakan” tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata “Rusak” berarti 
sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, bisa juga berarti hancur dan binasa. Jadi 
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perusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan merusakkan yang dilakukan oleh 
orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi9.   
Sementara kata “fasilitas” menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sarana 
untuk melancarkan pelaksanaan fungsi, sehingga dapat disimpulkan bahwa fasilitas 
umum adalah segala sarana yang digunakan di lingkungan umum 
C. Rumusan Masalah  
Berdasarkan apa yang telah di uraikan di dalam latar belakang masalah di 
atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :  
1. Bagaimanakah penerapan pasal pidana terhadap aksi anarkis yang 
mengakibatkan kerusakan fasilitas umum (Putusan 
No.1613/PID.B/2015/PN.MKS) ?  
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri 
Makassar dalam memutus perkara pidana pengrusakan fasilitas umum 
(Putusan No.1613/PID.B/2015/PN.MKS) ?  
 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian 
yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang mempunyai 
keterkaitan dengna penelitian yang akan dilakukan maupun dari beberapa buku yang 
                                                          
9  Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 
Penerbit Balai Pustaka, 2002) hal. 971 
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dimana didalamnya terdapat pandangan dari beberapa ahli. Adapun beberapa 
literature yang di dalamnya membahas tentang pengrusakan fasilitas umum di 
pengadilan. 
Setelah menyimak dan mempelajari beberapa referensi yang berhubungan 
dengan pembahasan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa literatur 
diantaranya sebagai berikut : 
Skripsi yang berjudul “ Tinjauan Kriminologis  Terhadap Tindak Pidana 
Pengrusakan Fasilitas Kampus Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kota Makassar” 
yang disusun oleh Rahmadanu10. Skripsi ini lebih menitikberatkan tentang perilaku 
anarkis mahasiswa terhadap fasilitas kampus, sedangkan dalam skripsi yang saya 
susun menitikberatkan tentang aksi anarkis pengrusakan fasilitas umum.  
Mariam Budiardjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik. Beliau 
memberikan gambaran bahwa dalam setiap negara tidak dapat terlepas dari politik 
seperti konsep kekuasaan dan pembuatan keputusan. 
Mahrus Ali dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana yang menjelaskan 
mengenai pengertian hukum pidana, sumeber hukum, struktur hukum pidana dan 
tempat berlakunya hukum pidana dan lain-lain yang berkaitan dengan hukum pidana. 
                                                          
10 Rahmadanu, Tinjauan Kriminologis  Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Fasilitas 
Kampus Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kota Makassar, Skripsi¸Program Studi Ilmu Hukum, 
Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar  (Makassar, 2013). 
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Mardalis dengan buku yang berjudul Metode penelitian : suatu pendekatan 
proposal, dalam buku ini membahas mengenai metode-metode yang digunakan dalam 
sebuah penelitian. 
E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 
Disamping itu setelah diadakan pengkajian dan penulisan ini, diharapkan 
dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan intelektual, sekaligus dapat 
menambah informasi positif terhadap masyarakat  
a. Tujuan yang hendak dicapai dalam pengkajian dan penulisan skripsi ini 
ialah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap aksi anarkis  di 
kota Makassar.  
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus 
perkara pidana pada aksi anarkisme.  
b. Selanjutnya hasil penelitian diharapkan mempunyai kegunaan sebagai 
berikut:  
1. Manfaat Teoristis  
Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap persoalan dibidang 
pidana, khususnya hukum pidana yang terkait dengan perbuatan 
anarkisme dan juga sebagai bahan bagi masyarakat dan akademisi 




2. Manfaat Praktis  
Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan 
pemikiran dan saran atau langkah yang lebih baik dalam proses 
perkara anarkisme, dan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan 
aturan-aturan tentang pengrusakan fasilitas umum. Serta  Sebagai 
salah satu bahan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat 






A. Pengertian Anarkisme  
Kata “anarki” berasal dari bahasa Yunani, awalan an (atau a), berarti “tidak”, 
“ingin akan”, “ketiadaan”, atau “kekurangan”, ditambah archos yang berarti “suatu 
peraturan”, “pemimpin”, “kepala”, “penguasa”, atau “kekuasaan”. Atau, seperti yang 
dikatakan Peter Kropotkin, anarki berasal dari kata Yunani yang berarti “melawan 
penguasa”  
Meski kata-kata Yunani anarchos dan anarchia seringkali diartikan “tidak 
memiliki pemerintah” atau “ada tanpa pemerintah”, seperti yang dapat dilihat, arti 
orisinil anarkisme yang tepat bukanlah sekedar “tidak ada pemerintah”. “Anarki” 
berarti “tanpa suatu peraturan” atau lebih umum lagi, “tanpa kekuasaan”, dan dalam 
pemahaman inilah kaum anarkis terus menggunakan kata ini. Anarki berarti 
“bukannya tidak memerlukan tatanan, seperti yang dipikirkan pada umumnya, namun 
suatu ketiadaan peraturan”.1 
Anarkisme adalah suatu ajaran (paham) yang menentang setiap kekuatan 
negara, atau dapat diartikan suatu teori politik yang tidak menyukai adanya 
pemerintahan dan Undang-Undang. Sebagai suatu paham atau pendirian filosofis 
                                                          
1 http://antifa-nusantara.blogspot.com/2012/01/tentang-anarkisme-bagian-i-apa-itu.html. 
Akses,tgl 5 Desember 2015 
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maupun politik yang percaya bahwa manusia sebagai anggota masyarakat akan 
membawa pada manfaat yang terbaik bagi semua jika tanpa diperintah maupun 
otoritas, boleh jadi merupakan suatu keniscayaan. Pandangan dan pemikiran anarkis 
yang demikian itu pada dasarnya menyuarakan suatu keyakinan bahwa manusia pada 
hakekatnya adalah makhluk yang secara alamiah mampu hidup secara harmonis dan 
bebas tanpa intervensi kekuasaan juga tidaklah sesuatu keyakinan yang salah. 
Anarki terjadi ketika sekelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan 
tindak kekerasan, biasanya sebagai tindakan pembalasan terhadap perlakuan yang 
dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu. Alasan 
yang sering menjadi penyebab anarki misalnya kesejahteraan masyarakat yang tidak 
terpenuhi, kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat, dan lain sebagainya.  
Anarki berkaitan erat dengan istilah kekerasan. Istilah kekerasan digunakan 
untuk menggambarkan perilaku, baik yang secara terbuka (overt) atau tertutup 
(covert), dan baik yang bersifat menyerah (offensive) atau bertahan (diffensive), yang 
disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.2  
B. Tindak Pidana (Delik)  
Kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni delictum. Dalam bahasa Jerman 
disebut delict, dalam bahasa Prancis disebut delit, dan dalam bahasa Belanda disebut 
delict. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan yaitu 
                                                          
2 Thomas Santoso. Teori-Teori Kekerasan. (Jakarta:  Ghalia,2002) hal.11   
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perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap 
Undang-Undang; tindak pidana.  
Delik adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar 
hukum ataupun undang-undang dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu 
dibidang hukum privat maupun public, termasuk hukum pidana.3 
Moeljatno memakai istilah “perbuatan pidana” untuk kata “delik”. Menurut 
beliau, kata “tindak” lebih sempit cakupannya daripada “perbuatan”. Kata “tindak” 
tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan 
keadaan yang konkret.  
Utrecht memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau adalah 
peristiwa (feit) dari sudut hukum pidana.  
C. Tindak Pidana Perusakan  
Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “Perusakan” tidak dapat 
diartikan sendiri. Namun kata “Rusak” berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, 
bisa juga berarti hancur dan binasa. Jadi perusakan bisa berarti proses, cara, dan 
perbuatan merusakkan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga 
menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi4.   
                                                          
3 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Jakarta ; PT.Gunung Agung, 2002) hal.251 
4  Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 
Penerbit Balai Pustaka, 2002) hal. 971 
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Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah tergolong dalam 
kejahatan. Perusakan terdapat dalam Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP), dapat dilihat dalam BAB XXVII Tentang Menghancurkan atau 
Merusakkan Barang. Perusakan pada bab ini dimulai dari Pasal 406 sampai Pasal 412 
KUHP dan Pasal 170 KUHP.  
Perusakan dalam pasal 406 KUHP:  
(1) “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, 
merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau 
menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya 
kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun 
delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.  
(2) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan 
sengaja dan dengan melawan hak membunuh, merusakkan membuat 
sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, 
yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.  
 
Selanjutnya Pasal 410 KUHP menentukan bahwa:  
“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan 
atau membikin tak dapat dipakai suatu gedung atau kapal yang seluruhnya 
atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 
lima tahun.  
 
Kemudian perusakan juga dapat dilihat pada Pasal 170 KUHP menentukan 
bahwa:  
“Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan 
kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima 




Kekerasan ini harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya 
dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut 
melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini. Kemudian kekerasan itu 
harus ditujukan kepada orang atau barang dan kekerasan itu harus dilakukan di muka 
umum. 
D. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Barang Dengan Tenaga Bersama 
Bila ditinjau dari segi bahasa (estimologi), maka kekerasan berasal dari kata 
dasar “keras” dan mendapat awalan “ke” dan kemudian mendapat akhiran “an”. 
Didalam kamus Umum Bahasa Indonesia kekerasan menunjukkan kata sifat (hal dan 
sebagainya) keras pada suatu kegiatan, kekerasan dapat diartikan sebagai : Perihal 
keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau 
matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik orang lain.  
Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian yang 
otentik tentang apa yang dimaksudkan dengan kekerasan. Hanya dalam pasal 89 
KUHP disebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu, membuat 
orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).  
Pada penjelasan Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa melakukan kekerasan 
artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, 
misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, 
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menyepak dsb. Yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat 
orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.  
Namun perlu diketahui bahwa melakukan kekerasan bukan hanya dilakukan 
terhadap orang saja. Kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut : 
1. pengerusakan terhadap barang  
2. penganiayaan terhadap hewan atau orang  
3. melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah  
4. membuang barang hingga berserakan dan lain sebagainya.  
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa objek kekerasan bukan 
hanya pada orang, tetapi juga pada benda atau hewan.  
Adapun bentuk-bentuk kejahatan kekerasan adalah sebagai berikut5:  
1. Kejahatan pembunuhan  
2. Kejahatan penganiayaan berat  
3. Kejahatan pencurian dengan kekerasan  
4. Kejahatan perkosaan  
5. Kejahatan kekerasan terhadap ketertiban umum  
Kekerasan terhadap ketertiban umum aturannya dapat dilihat dalam pasal 170 
KUHP yang berbunyi6:  
                                                          
5http://raypratama.blogspot.com/2012/02/tindak-pidana-kekerasan-dan-jenis .html. Diakses 3 
Des 2015 




(1) Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan 
terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima 
tahun enam bulan.  
(2) Yang bersalah dihukum:  
1. dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan 
sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya 
itu menyebabkan sesuatu luka.  
2. dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan 
menyebabkan luka berat pada tubuh.  
3. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu 
menyebabkan matinya orang.  
(3) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini. 
 
 
Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut:  
1. Barangsiapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai 
pelaku.  
2. Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik 
dapat melihatnya  
3. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau 
lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu 
dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang 
pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik culpa).  
4. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani 
yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya 
terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.  
5. Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada 
orang atau barang sebagai korban.  
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Kekerasan yang dilakukan sesuai Pasal 170 sudahlah tentu dilakukan oleh 
para pelaku dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan 
dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan kekerasan 
tersebut terhadap orang atau barang.  
E. Bentuk-bentuk Aksi Anarkis  
Mahasiswa sama sekali tidak bisa dipisahkan dari kegiatan yang mengandung 
unsur kekerasan. Idealnya adalah setiap gerakan yang dilakukan mahasiswa memang 
semata-mata hanya dan untuk kepentingan rakyat dengan kata lain mehasiswa 
sebagai “pembela rakyat” ditengah hegemoni kekuasaan. Mahasiswa sebagai kaum 
intelektual yang sarat dengan “budaya ilmiah” dan senantiasa menjadikan “saintifik 
rasional” sebagai ukuran setiap tindakan ternyata harus berlawanan dengan kenyataan 
dilapangan, ketimpangan antara kenyataan dan yang seharusnya bermunculan tidak 
hanya terfragmentasi dari perbedaan ideologi tetapi juga stigmaisasi negatif dari 
masyarakat terhadap mahasiswa yang notabene adalah “yang diperjuangkan” 
Pencitraan negatif itu sangat beralasan dan berangkat dari fakta yang terjadi 
dilapangan yaitu aksi anarkis mahasiswa dalam melakukan demonstrasinya di jalan, 
mulai dari pengursakan fasilitas baik pribdi maupun umum, memblokir jalan, 
membakar dan menginjak-injak foto presiden, pengeroyokan, membakar ban,  
melakukan bentrok dengan warga maupun aparat kepolisian yang tentunya sangat 
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merugikan. Anarkisme, tawuran, dan kekerasan lainnya jelas sama sekali tidak lekat 
dengan nilai-nilai luhur yang tersemat pada mahasiswa sebagai agen perubahan.  
Saat ini yang ditonjolkan oleh mahasiswa lebih kepada tindakan anarkisme 
dibanding dengan tawaran solutif yang diajukan atas sebuah ketidakadilan.7. Istilah 
kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka ataupun 
tertutup yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain dan bersifat menyerang 
atau bertahan. Kekerasan (Geweld) mengandung pengertian menggunakan tenaga 
fisik atau jasmaniah tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul, menyepak, 
menendang dengan tangan atau senjata dan sebagainya.  
Kekerasan dilakukan secara terbuka dan dengan kekuatan yang terkumpul, 
hingga kejahatan ini merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum dimana korban 
yang dirugikan kurang diperhatikan. Menurut Thomas Susanto, terdapat jenis-jenis 
kekerasan yang terbagi dalam 4 (empat) bentuk yaitu : 
1. Kekerasan Terbuka, merupakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang 
atau beberapa orang yang dapat dilihat oleh public secara kasat mata, 
seperti perkelahian antar pelajar. 
2. Kekerasan Tertutup, merupakan kekerasan yang dilakukan secara 
tersembunyi atau tidak dilakukan secara fisik. Publik tidak mengetahui 
                                                          




adanya dilakukan kekerasan jenis ini. Kekerasan ini lebih ditujukan pada 
psikologis korban seperti perilaku mengancam. 
3. Kekerasan Agresif, merupakan kekerasan yang dilakukan tidak untuk 
perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu. 
4. Kekerasan Defensif, merupakan kekerasan yang dilakukan sebagai 
tindakan, pelindung diri. Baik kekerasan agresif maupun kekerasan 
defensif dapat bersifat terbuka ataupun tertutup. 
Pengertian kekerasan yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP ini tidak 
dijelaskan secara detail hanya dijelaskan cara dilakukannya kekerasan dalam 
beberapa cara yaitu : perusakan terhadap barang; penganiayaan terhadap orang atau 
hewan; melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah; membuang-buang barang-
barang hingga berserakan dan lain sebagainya. 
F. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara 
Undang-Undang Dasar 1945 mengatur Kekuasaan Kehakiman, merupakan 
kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 
hukum dan keadilan, bebas dari campur tangan pihak Kekuasaan extra yudisial, 
kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan hakim 
dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian Pengadilan.8  
                                                          
8  Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 ayat (1) dan (2)  
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Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang 
sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Yurisprudensi atau putusan 
pengdilan merupakan produk yudikatif, yang berisi kaidah atau peraturan hukum 
yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan atau terhukum9. Oleh karena itu, tentu 
saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, 
mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidak cermatan, baik 
yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik 
membuatnya.  
Peran utama kewenangan disidang pengadilan adalah hakim. Hakim 
merupakan sosok yang sangat berkuasa di dalam sistem peradilan. Adanya wewenang 
dan tanggung jawab hakim tersebut, menimbulkan konsekuensi bahwa kepada hakim 
dituntut tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugas menegakkan hukum 
dan keadilan, dengan tidak membeda-bedakan orang sebagaimana lafal sumpah 
hakim yang diucapkan sebelum memangku jabatannya  
Proses penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses 
yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan 
kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus 
meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak. 
Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, selanjutnya hakim akan 
menjatuhkan keputusan, yang dinamakan putusan hakim yang merupakan pernyataan 
                                                          
9 Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal.34 
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hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan dalam 
sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, yang bertujuan untuk mengakhiri atau 
menyelesaikan suatu perkara. 
Tugas dan fungsi hakim diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 48 
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur tugas pokok hakim yaitu 
memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara.10 Hakim harus bertanggung jawab 
atas penetapan dan putusan yang dibuatnya serta didalam membuat pertimbangan 
hukum hakim harus berdasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan 
benar.11  
 
                                                          
10 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman 
Pasal 11 ayat (1)  
11 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum Pasal 
68 A  
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  BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kepustakaan (library research) yakni penelitian yang di lakukan melalui 
pengumpulan data  meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, telaah 
terhadap dokumen perkara serta putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan 
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 
1613/PID.B/2015/PN.MKS Tentang Pengrusakan Fasilitas Umum.  
B. Pendekatan Penelitian 
Dalam rangka pendekatan pada obyek yang diteliti serta pokok permasalahan, 
maka spesifikasi pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan  
yuridis normatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris berarti 
penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sedangkan 
penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif berarti mengkaji tentang 
perundang-undangan dan peraturan-peraturan dengan teori-teori hukum mengenai 
penerapan aturan. Pendekatan penelitian tersebut juga disebut dengan penelitian 
hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-
peraturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau bahan hukum yang 
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lain1, sebagai peneliti pustakawan atau peneliti dokumen disebabkan peneliti ini 
banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan2. 
C. Jenis dan Sumber Data  
Sumber data dari penelitian ini diambil dari data sekunder yakni data yang 
bersumber dari perundang-undangan atau bahan hukum lain, baik hukum primer, 
hukum sekunder, dan hukum tersier dan alat pengumpul data berupa studi dokumen. 
Yang dimaksud dengan data sekunder adalah :  
a. Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh oleh penulis dari putusan 
Pengadilan Negeri Makassar; bahan-bahan yang terkait dengan putusan 
tersebut; Dakwaan Jaksa Penuntu Umum; Tuntutan Jaksa Penuntut Umum; 
Pledoi Tim Penasehat Hukum 
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu ketentuan-ketentuan hukum dalam peraturan 
perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 
Bahan-bahan hukum sekunder terdiri dari perundang-undangan, catatan-
catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan 
putusan-putusan hakim. 
c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi 
dari penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan 
hukum sekunder seperti kamus dan lain sebagainya.  
                                                          
1 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta : PT. Raja 
Grafindo Persada, 2004), hal. 118. 
2 Bambang Waluyo , Peneliti Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 13. 
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D. Metode Pengumpulan Data  
1. Wawancara (  Interview  ) 
Merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, 
yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) 
dengan sumber data (responden).3 yaitu Teguh Sri Rahardjo dan Rianto Adam Pontoh 
sebagai hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memutus perkara yang sedang 
diteliti oleh penulis dan hasil wawancara digunakan sebagai data pendukung oleh 
penulis. 
2. Studi kepustakaan  
Dengan mempelajari berbagai literature dan buku-buku serta data-data dari 
pengadilan Negeri Makassar tentang analisis yuridis terhadap anarkisme di Kota 
Makassar.  
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  
Penulis dalam mengolah dan menganalisis data mengunakan analisis kualitatif 
deskriptif yakni merupakan data yang tidak berbentuk angka4 atau data yang 
dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata – kata atau gambar, data tersebut 
diperoleh dari hasil wawancara terhadap hakim Pengadilan Negeri Makassar, catatan, 
pengamatan, dokumen perorangan, dan dokumen resmi, sehingga dapat dilakukan 
untuk responden yang jumlahnya sedikit. 
                                                          
3 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum (Jakarta: Granit, 2010), hal.72. 




A. Gambaran Umum Lokasi Pengambilan Data . 
1. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Makassar 
Kantor Pengadilan Negeri Makassar berada di Jalan R.A. Kartini Nomor 
18/23, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Propinsi 
Sulawesi Selatan dan berada pada titik koordinat 119° 24’ BT - 5° 8’ 90,7” LS.  
Adapun batas-batasnya sebagai berikut: 
a. Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Kartini; 
b. Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Sudirman; 
c. Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Amanagappa; 






Gambar 4.1  Peta Lokasi PN Makassar 
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Menurut catatan sejarah, bangunan tersebut didirikan pada tahun 1915 dengan 
namaRaad ban Justitia. Dahulu bangunan ini menghadap tiga jalan, yaitu Juliana 
Weg di utara (sekarang jalan Kartini), Hospital Weg di timur (sekarang jalan 
Sudirman), Justitia Laan di selatan (sekarang jalan Amanagappa). 
Pada era pasca kemerdekaan nama kantor ini berganti menjadi Pengadilan 
Negeri Makassar dan nama ini pun yang tercantum dalam SK Penetapan BCB oleh 
Mendupar pada tahun 2010. Saat ini, namanya berubah lagi menjadi Kantor 
Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus  Makassar. 
Dahulu, bangunan ini terbagi menjadi dua fungsi yakni Raad ban Justitia, 
merupakan pengadilan untuk orang-orang Cina, dan orang pribumi keturunan 
bangsawan yang letaknya dibagian utara bangunan, dan Landraad yang merupakan 
pengadilan untuk orang-orang Pribumi, letaknya di bagian selatan bangunan.1 
Dalam melaksanakan fungsinya sebagai tempat mencari keadilan PN 
Makassar memiliki hakim yang berjumlah 23 orang, yang terdiri dari, hakim pada 
umumnya berjumlah 13 orang, hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) 
berjumlah 5 (lima) orang, hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang 
berjumlah 5 (lima) orang.2 
                                                          
1Pengadilan Negeri Makassar, “Sejarah Pengadilan Negeri Makassar”, Official Website 
Pengadilan Negeri Makassar, http://pn-makassar.go.id/Sejarah.html (5Maret 2016). 




Dari data yang diperoleh penyusun, pada tahun 2014 tercatat 7660 perkara 
yang sedang diproses, kemudian tahun 2015 mengalami peningkatan yaitu 8053 
perkara. Adapun jumlah perkara yang telah diputus pada tahun 2014 adalah sebanyak 
6330 perkara dari 7660 perkara, sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 7824 perkara 
yang telah diputus dari 8053 perkara.3 
Pada saat penyusun melakukan penelitian tercatat 46 perkara yang masuk dan 
17 yang telah diselesaikan pada bulan Januari, dan pada bulan Februari dari 29 
perkara yang masuk tercatat 23 perkara yang telah diputus. 
B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anarkisme di Kota Makassar 
(Putusan No. 1613/PID.B/2015/PN.MKS)  
Pada sub bab ini penulis akan memaparkan dan menganalisis hukum pidana 
dalam penanganan tindak pidana anarkis. Untuk memahami penerapan hukum 
terhadap hal tersebut, maka penulis dalam hal ini bersandar pada putusan Pengadilan 
Negeri Makassar No.1613/PID.B/2015/PN.MKS. 
1. Identitas Terdakwa :  
Nama Lengkap  : ZULKIFLI AMIR Alias RAHMAT  
Tempat Lahir  : Ujung Pandang 
                                                          
3Total perkara yang dihitung mulai pada bulan Januari sampai Desember dari keseluruhan 
perkara, yaitu perkara gugatan, permohonan, kepailatan, penundaan kewajiban pembayaran utang, hak 
kekayaan intelektual, PHI, perlawananan/bantahan (derden verzet), gugatan sederhana, pidana biasa, 
pidana cepat, perkara lalu lintas, tipikor, pidana anak, dan  pidana praperadilan. PN Makassar, Statistik 
Perkara,http://sipp.pn-makassar.go.id/statistik_perkara html (8 Maret 2016).  
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Umur/ Tanggal lahir  : 18 Tahun 4 bulan / 09 April 1997 
Jenis Kelamin  : Laki-laki  
Kebangsaan  : Indonesia  
Tempat tinggal  : Jl. Kijang No. 6 RT/RW 001 / 008 Kel. Labakkang 
Kota Pare - Pare 
Agama  : Islam  
Pekerjaan  : Swasta 
 
2. Posisi Kasus :  
Pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar pukul 18:00 Wita atau 
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Toko Alfamidi di 
Jl. Abd Dg Sirua Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri Makassar. Terdakwa Zulkifli Amir Alias Rahmat dengan 
terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang 
yang Terdakwa lakukan. 
Awalnya Terdakwa bersama teman-temannya tidak menerima baik perlakuan 
dari karyawan toko Alfamidi karena sebelumnya lelaki Adam teman terdakwa telah 
tertangkap oleh salah seorang karyawan Alfamidi karena mencuri coklat dan parfum 
di dalam Toko Alfamidi sehingga lelaki Adam lalu menyuruh terdakwa dan 
temannya yang lain untuk menuju ke jembatan dan setelah berada di jembatan 
Terdakwa beramai-ramai dengan temannya melempari kaca Toko Alfamidi dengan 
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menggunakan batu kali secara bersama-sama hingga lima petak kaca Toko Alfamidi 
dan pintu masuk toko menjadi pecah dan rusak dan tidak daapat terpakai lagi 
3. Dakwaan Penuntut Umum  
Menimbang bahwa untuk menyatakan apakah Para Terdakwa dapat 
dinyatakan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum (Wederrechttelijkheid), 
atau tindak pidana (delict), maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi 
seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepadanya  
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa di dakwa oleh Penuntut 
Umum didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, Dimana pasal 170 ayat (1) KUHP yang 
bagian inti delik (delicts bestanddelen), adalah “Secara terang-terangan dan dengan 
tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang”, yang unsur-unsurnya sebagai 
berikut: 
1. Barang siapa  
2. Melakukan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan barang 
menjadi rusak 
3. Dimuka umum atau terang-terangan  




Ad.1. Unsur “Barang Siapa”  
Menimbang bahwa mengenai unsur “barang siapa” artinya adalah siapa saja 
subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab 
didepan hukum. Subyek hukum tersebut dapat berupa “individu” (naturelijk person) 
atau badan hukum (rechtspersoon); 
Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah 
Zulkifli Amir Alias Rahmat adalah subjek hukum berupa individu sebagai 
penyandang hak dan kewajiban dandengan identitas diatas telah dibenarkan sendiri 
oleh terdakwa dipersidangan, dimana selama persidangan terdakwa mengaku sehat 
jasmani dan rohani telah terbukti mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 
diajukan kepadanya dengan baik dan lancar. 
Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, 
Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 1 “Barang siapa” telah terpenuhi; 
Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan 
barang menjadi rusak” 
Menimbang, bahwa yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan kekerasan 
yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai 
kekerasan, yang dilakukan dapat mengakibatkan barang menjadi rusak sehingga tidak 
dapat dipergunakan lagi;  
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Menimbang, bahwa dalam unsur ini kekerasan yang dilakukan tersebut harus 
ditujukan kepada barang, baik itu kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain, 
dalam unsur ini diisyaratkan bahwa kekerasan dilakukan untuk mengganggu 
ketertiban umum; 
Menimbang, bahwa dari keterangan saksi “Ade Putri Dayanti”, saksi “Ansar 
Siri”, saksi “Suwarlin”, dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa Zulkifli Amir 
Alias Rahmat serta barang bukti dan petunjuk maka dapat disimpulkan fakta; 
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap diatas, 
dapat disimpulkan tentang fakta bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 
2015 sekitar pukul 18:00 wita bertempat di Toko Alfamidi di Jl. Abd Dg Sirua, 
awalnya Terdakwa bersama teman-temannya tidak menerima baik perlakuan dari 
karyawan toko Alfamidi karena sebelumnya lelaki Adam teman terdakwa telah 
tertangkap oleh salah seorang karyawan Alfamidi karena mencuri coklat dan parfum 
di dalam Toko Alfamidi sehingga tidak lama kemudian terdakwa beramai-ramai 
dengan temannya melempari kaca Toko Alfamidi dengan menggunakan batu kali 
secara bersama-sama hingga lima petak kaca Toko Alfamidi dan pintu masuk toko 
menjadi pecah dan rusak dan tidak daapat terpakai lagi; 
Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim 
berpendapat bahwa unsur ke – 2 (dua), “ Melakukan kekerasan terhadap barang yang 
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mengakibatkan barang menjadi rusak”, telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa 
Zulkifli Amir Alias Rahmat; 
Ad. 3 Unsur “Dimuka umum atau terang-terangan”:  
Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah kekerasan yang 
dilakukan dimuka umum atau disebut juga dengan kejahatan terhadap ketertiban 
umum, yaitu perbuatan melakukan kekerasan tersebut Para Terdakwa lakukan 
ditempat orang banyak (publik) dapat melihat; 
Menimbang, bahwa dari keterangan saksi “Ade Putri Dayanti”, saksi “Ansar 
Siri”, saksi “Suwarlin”, dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa Zulkifli Amir 
Alias Rahmat serta barang bukti dan petunjuk maka dapat disimpulkan fakta; benar 
tempat dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh tedakwa bersama teman-temannya 
melakukan pelemparan adalah dari jembtan yang berjarak 15 meter dari toko 
Alfamidi di Jl. Abd Dg Sirua, tempat perbuatan kekerasan tersebut dilakukan (locus 
delict) adalah tempat umum yaitu dimana orang banyak (public) dapat melihat 
langsung karena ditempat orang-orang sering lewat dan perbutan terdakwa tersebut 
telah menimbulkan keresahan ditengah masyarakat disekitar tempat kejadian 
khususnya, dan masyarakat Kota Makassar pada umunya, maka perbuatan Para 
Terdakwa tersebut dapat di dikwalisir sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum; 
Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim 
berpendapat unsur ke- 3 (tiga) “Dimuka umum atau terang-terangan”, telah terpenuhi; 
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Ad.4. Unsur “Bersama-sama” 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama dalam unsur ini 
adalah dua atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan 
perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik; 
Menimbang, bahwa dari keterangan saksi “Ade Putri Dayanti”, saksi “Ansar 
Siri”, saksi “Suwarlin”, dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa Zulkifli Amir 
Alias Rahmat serta barang bukti dan petunjuk maka dapat disimpulkan fakta; 
Perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama dan dengan 
tenaga bersama dengan cara melakukan kekerasan terhadap barang, dengan cara 
melempar kaca dan pintu masuk Alfamidi menggunakan batu, perbuatan kekerasan 
terhadap barang-barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya 
dengan sengaja dan tenaga bersama mewujudkan delik, maka perbuatan terdakwa 
dapat dipandang sebagai pelaku;  
Menimbang, bahwa dari pertimbangan –pertimbangan sebagai berikut diatas, 
Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 4 (empat), “Bersama-sama”, telah 
terpenuhi; 
Dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur ketentuan dalam Pasal 170 ayat (1) 
KUHPidana dan tidak ditemukannya alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf atas 
diri dan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa 
Zulkifli Amir Alias Rahmat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
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melakukan tindak pidana “Dimuka umum Melakukan Kekerasan Terhadap Barang 
Yang Dilakukan Secara Bersama-sama" 
4. Tuntutan Penuntut Umum 
Penuntut umum, setelah membaca berkas perkara dan surat-surat, mendengar 
keterangan saksi dan terdakwa dan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan 
di persidangan, dan juga mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah 
dibacakan pada saat sidang dilaksanakan, yang pada pokoknya menuntut agar 
Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili 
perkara ini memutuskan : 
1. Menyatakan terdakwa ZULKIFLI AMIR Alias RAHMAT secara terang-
terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap 
barang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat 1 
KUHP dalam dakwaan tunggal 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULKIFLI AMIR Alias 
RAHMAT dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) 
bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani. 
3. Menyatakan barang bukti berupa : 
a. 4 batu kali 
b. Beberapa pecahan kaca 
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4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 
 
5. Amar Putusan  
MENGADILI 
1. Menyatakan terdakwa ZULKIFLI AMIR Alias RAHMAT bersalah 
melakukan tindak pidana “Dimuka umum bersama-sama melakukan 
kekerasan terhadap barang” ; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 
(sepuluh) bulan ; 
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya 
dari pidana yang dijatuhkan ; 
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan ; 
5. Menyatakan barang bukti berupa 4 (empat) batu kali dan beberapa 
pecahan kaca di rampas untuk dimusnahkan ; 
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)  
 
6. Komentar Penulis  
Rincian perbuatan terdakwa tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa : 
Pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar pukul 18:00 Wita atau setidak-
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tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Toko Alfamidi di Jl. Abd 
Dg Sirua Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Makassar. Terdakwa Zulkifli Amir Alias Rahmat dengan terang-
terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yang 
Terdakwa lakukan. 
Awalnya Terdakwa bersama teman-temannya tidak menerima baik perlakuan 
dari karyawan toko Alfamidi karena sebelumnya lelaki Adam teman terdakwa telah 
tertangkap oleh salah seorang karyawan Alfamidi karena mencuri coklat dan parfum 
di dalam Toko Alfamidi sehingga lelaki Adam lalu menyuruh terdakwa dan 
temannya yang lain untuk menuju ke jembatan dan setelah berada di jembatan 
Terdakwa beramai-ramai dengan temannya melempari kaca Toko Alfamidi dengan 
menggunakan batu kali secara bersama-sama hingga lima petak kaca Toko Alfamidi 
dan pintu masuk toko menjadi pecah dan rusak. 
Dari rangkaian peristiwa yang telah dijelaskan di atas, Terdakwa Zulkifli 
Amir Alias Rahmat dapat dikatakan melakukan perbuatan bersama-sama melakukan 
kekerasan terhadap barang yang ada di Toko Alfamidi tersebut. Sistem pemberian 
pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorbs, yaitu hanya dikenakan 
satu ketentuan pidana saja ialah yang terberat.  
Berdasarkan putusan perkara No: 1613/Pid.B/2015/PN.Mks, menyatakan 
bahwa Terdakwa Zulkifli Amir Alias Rahmat terbukti bersalah melakukan tindak 
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pidana “ Dimuka umum melakukan kekerasan terhadap barang yang dilakukan secara 
bersama-sama”.  
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP. 
Berikut merupakan bunyi Pasal 170 Ayat (1) KUHP:  
“Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan 
terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun 
enam bulan.” 
 
Penjelasan dari pasal ini yaitu : 
a. Tidak mensyaratkan unsur schuld  
Pada diri mereka dinilai terpengaruh oleh kegiatan-kegiatan atau oleh 
hasutan-hasutan, hingga cara berpikir terdakwa itu sebenarnya tidak 
rasional lagi sehingga melakukan tindak pidana.  
b. Kekerasan yang dilakukan secara terbuka atau openlijk geweld. 
Yang dimaksud secara terbuka adalah kekerasan itu dilakukan secara 
bersama-sama terhadap orang (badan) atau barang ditempat yang terbuka 
(ruang publik/tempat umum) sehingga mendatangkan gangguan ketertiban 
umum. 
c. Dilakukan secara bersama-sama / tenaga yang dipersatukan ( met 
verenigde krachten).  
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Pasal ini dalam ilmu hukum pidana juga disebut sebagai Land 
Friedensbruch yakni sebagai tindak pidana melanggar ketertiban umum 
(openbare orde), berupa keturutsertaan dalam Huru-huru (massa) yang 
dilakukan secara terbuka oleh sejumlah orang/ penggunaan dari kekerasan 
orang banyak (tempoi public ef flagarant de violence).  
d. Melakukan kekerasan (geweld plegen) terhadap orang-orang atau 
barang-barang (tegen personen of goederen).  
Dalam memori penjelasan (memorie van toelichting) objek dari 
tindakan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana yang ditujukan 
terhadap orang atau benda tertentu melainkan merupakan suatu tindak 
pidana yang ditujukan terhadap orang-orang atau terhadap barang-barang. 
Berbeda dengan pasal 406 ayat 1 yang berbunyi : 
“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, 
merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan 
sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, 
dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“ 
 
Unsur Subyektif yaitu dengan sengaja ( opzettelijk )  
a. Perbuatan merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau 
menghilangkan barang harus dilakukan dengan sengaja. 
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b. Pelaku harus mengetahui bahwa yang dirusakkan, dibikin tak dapat 
dipakai atau dihilangkan adalah suatu barang yang seluruhnya atau 
sebagian adalah kepunyaan orang lain.  
c. Pelaku harus mengetahui perbuatan merusakkan, membikin tak dapat 
dipakai atau menghilangkan barang itu bersifat melawan hukum.  
Unsur Obyektif : 
1. Merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan 
2. Suatu benda  
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain  
4. Secara melawan hukum ( wederrechtlijk )  
Berdasarkan penjelasan kedua Pasal tersebut Kekerasan yang dilakukan sesuai 
Pasal 170 ayat (1) sudahlah tentu dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama di 
muka umum dalam waktu yang tidak terlalu lama ataupun dalam waktu yang 
berdekatan dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan 
kekerasan tersebut terhadap orang atau barang.  
Perbedaan yang paling mendasar Pasal 170 ayat (1) adalah dilakukannya 
tindakan itu di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka dan tindak 
kekerasan tersebut dilakukan oleh 2 orang atau lebih, sedangkan pada Pasal 406 ayat 
(1) hal ini tidak dibedakan, apakah dilakukan di ruang tertutup untuk umum ataupun 
di ruang publik terbuka dan pelakunya tersebut dapat berupa individu.  
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Ancaman hukuman Pasal 170 ayat (1) ini lebih berat daripada Pasal 406 ayat 
(1). Apabila kita bandingkan pada akibat yang ditimbulkan antara kedua pasal ini 
dengan ancaman hukumannya, maka kita akan mendapati ancaman hukuman pada 
Pasal 170 (1) lebih berat daripada Pasal 406 ayat (1). Pada Pasal 170 ayat (1), tentang 
sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum 
diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan, 
sedangkan pada Pasal 406 ayat (1) dengan akibat yang sama, yaitu kekerasan 
terhadap barang, pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun 
delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.  
Ada pun pasal 406 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) KUHP karena yang 
kemungkinan dapat didakwakan agar dalam dakwaan dapat melengkapi dari perkara 
tersebut agar unsur bersama-sama juga dapat terpenuhi. 
Hal ini juga diungkapkan oleh Hakim Teguh Sri Rahardjo pada wawancara 
tanggal 1 Maret 2016 beliau berpendapat bahwa4:  
Dilihat dari kejadian yang terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Para 
Terdakwa Pasal 170 ayat (1) lebih kuat ancaman pidananya dibandingkan 
Pasal 406, karena Pasal 406 ayat 1 hanya di pidana dua tahun delapan bulan 
dan dipasal tersebut tidak ada aturan yang dilakukannya kekerasan terhadap 
barang tersebut di dalam atau di luar ruangan yang dapat dilihat oleh publik, 
sedangkan Pasal 170 ayat (1) diterangkan bahwa perbuatan seseorang 
dilakukan dimuka umum yang dapat dilihat langsung oleh publik dan dipidana 
lima tahun enam bulan. Jadi pasal 170 ayat (1) yang memenuhi unsur-unsur 
dari tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa yang dilakukan di muka 
umum. 
                                                          




Sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, Jaksa Penuntut Umum telah 
menghadapkan Para Terdakwa di persidangan ini dengan dakwaan tunggal yaitu 
melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.   
Adapun alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum untuk 
membuktikan dakwaan tersebut, berupa : 
1. Keterangan saksi dibawah sumpah  
Dipersidangan telah terdengar keterangan saksi-saksi yaitu Saksi 1.“Ade 
Putri Dayanti”, saksi 2. “Ansar Siri”, saksi 3. “Suwarlin”. Saksi-saksi 
tersebut sebelum memberikan keretangannya telah mengucapkan sumpah 
dan berjanji menurut agama Islam dan keterangan para saksi diberikan di 
sidang secara bebas tanpa paksaan atau tekanan dan bukan merupakan 
pertanyaan yang menjerat serta merupakan keterangan yang ia dengar, 
lihat dan alami sendiri.  
2. Keterangan Terdakwa :  
Dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa Zulkifli Amir Alias 
Rahmat dan keterangannya tersebut pada beberapa bagian pokok 
bersesuaian dengan keterangan para saksi yang telah memberikan 
keterangannya di depan pengadilan di bawah sumpah dan mengenai 
terjadinya pengerusakan terhadap sejumlah fasilitas di Toko Alfamidi  
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3. Barang bukti yang telah di ajukan di persidangan berupa:  
Bebearapa pecahan kaca, 4 buah batu kali dan sebuah pintu  dirampas 
untuk dimusnahkan. 
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis berpendapat bahwa 
penerapan hukum terhadap Delik Dimuka umum melakukan kekerasan terhadap 
barang yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan No: 
1613/Pid.B/2015/PN.Mks telah sesuai dengan delik yang dilakukan oleh terdakwa, 
sebagaimana dalam unsur-unsurnya telah mencocoki rumusan delik. 
C. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Dalam Memutus 
Perkara Pidana Pengrusakan (Putusan No. 1613/PID.B/2015/PN.MKS) 
1. Pertimbangan Hakim  
Dalam memberikan keputusan, hakim memiliki kebebasan dalammenentukan 
berat ringannya suatu pidana.Kebebasan yang dimiliki oleh hakim harus memiliki 
suatu batasan agar keputusan yang diberikan tetap objektif dan sesuai dengan kaidah 
hukum yang berlaku.Keputusan yang diberikan oleh hakim harus memiliki 
pertimbangan-pertimbangan baik secara yuridis, psikologis maupun sosiologis. Selain 
itu hakim dalam  mempertimbangkan suatu putusan harus juga memperhatikan berat 
ringannya pidana serta sifat-sifat yang baik maupun yang buruk dari terdakwa 




Penerapan suatu sanksi pidana terhadap terdakwa ditetapkan pula apakah 
perbuatan terdakwa memenuhi segala unsur yang terdapat dalam ketentuan pidana 
yang didakwakan kepada terdakwa tersebut. Dalam pemberian pidana faktor usia dari 
dalam diri terdakwa yang relatif masih muda sudah menjadi kewajiban pertimbangan 
hakim, karena hakim dalam menjatuhkan pidana wajib mempertimbangkan segala 
sesuatu yang memberatkan atau meringankan pidana. 
Menimbang bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan Terdakwa 
menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, serta tidak mengajukan 
eksepsi atau keberatan ; 
Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut 
Umum mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya masing-masing di 
depan persidangan yaitu : 
1. Saksi ke-1, Ade Putri Dayanti (dibawah sumpah)   
2. Saksi ke-2,  Ansar Siri (dibawah sumpah)  
3. Saksi ke-3, Suwarlin (dibawah sumpah). 
Semua saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan 
semuanya mengarah pada kebenaran adanya tindak pidana pengrusakan yang 
dilakukan oleh terdakwa. 




Menimbang bahwa selanjutnya telah diajukan oleh Penuntut Umum kedepan 
persidangan 1 (satu) lembar foto barang bukti kepada para saksi dan terdakwa yang 
oleh mereka membenarkannya  
Menimbang bahwa selanjutnya dipersdangan jugadiajukan barang bukti : 
1. 4 (empaat) buah batu kali , 
2. Beberapa pecahan kaca 
Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat 
lengkap dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat putusan ini, maka 
segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap 
sebagai bagian dari putusan ini ; 
Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti sebagaimana 
tersebut dimuka ternyata telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum 
sehingga dapat dijatuhkan sebagai pendukung pembuktian ; 
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa 
dipersidangan, bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh 
fakta-fakta hukum sebagai berikut : 
1. Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2015 sekitar jam 18.00 
WIB bertempat di toko Alfamidi di Jl. Abd. Dg. Sirua Makassar, terdakwa 
bersama temannya yang bernama Nyangkut (DPO), Adam (DPO) dan 
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delapan orang lainnya yang tidak diketahui namanya telah melempari kaca 
depan toko Alfamidi dengan menggunakan batu kali sehingga kaca toko 
tersebut menjadi pecah ; 
2. Bahwa benar terdakwa bersama teman-temannya tersebut melempari toko 
berkali-kali dalam jarak 15 meter, dan waktu itu tedakwa melempar 
sebayak 4 kali ; 
3. Bahwa benar yang menjadi penyebab terdakwa bersama temn-temannya 
melempari toko Alfamidi dikarenakan sebelum kejadian teman terdakwa 
yang bernama Adam tertangkap oleh karyawan toko tersebut kedapatan 
mencuri barang ditoko sehingga ia tidak terima lalu mengadu kepada 
terdakwa dan teman-temannya yang lain kemudian mengajak mereka 
untuk melempari toko tersebut menggunakan batu kali ; 
4. Bahwa benar sesaat setelah melempari toko kemudian dating polisi dan 
menangkap terdakwa sedangkan teman terdaakwa yang lainnya berhasil 
kabur ; 
5. Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, lima petak kaca 
toko Alfamidi dan pintu masuk toko menjadi pecah dan rusak sehingga 
tidak dapat dipakai lagi ; 
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, lebih dahulu akan 




1. Hal-hal yang memberatkan:  
a. Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian materil terhadap 
toko Alfamidi  
b. Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan ditengah-tengah 
masyarakat Kota Makassar;  
2. Hal-hal yang meringankan:  
a. Terdakwa belum pernah dihukum ;  
b. Terdakwa telah menyadari kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi 
lagi ; 
c. Terdakwa sopan di persidangan ; 
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan 
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka 
Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya 
disebutkan dalam amar putusan ini ; 
Hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan pada pertimbangan yang 
berifat objektif dan bersifat subyektif. Pertimbangan yang bersifat obyektif 
didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : 
1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu dalam Pasal 170 ayat (1) 
KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : 
a. Barang siapa  
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b. Melakukan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan barang 
menjadi rusak 
c. Dimuka umum atau terang-terangan  
d. Bersama-sama, pada semua unsur yang diuraikan dalam putusan 
telah terpenuhi semua; 
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 
adanya alat-alat bukti yang telah diajukan di depan persidangan ; 
3. Undang-undang No. 49 Tahun  2009 tentang Peradilan Umum, 
Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri. Dalam hal 
ini hakim wajib memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang 
diterimanya; 
4. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 
dijelaskan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, 
hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari 
terdakwa. 
Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas maka 
hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan.  




1. Menyatakan terdakwa ZULKIFLI AMIR Alias RAHMAT bersalah 
melakukan tindak pidana “Dimuka umum bersama-sama melakukan 
kekerasan terhadap barang” ; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 
(sepuluh) bulan ; 
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya 
dari pidana yang dijatuhkan ; 
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan ; 
5. Menyatakan barang bukti berupa 4 (empat) batu kali dan beberapa 
pecahan kaca di rampas untuk dimusnahkan ; 
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)  
 
3. Komentar Penulis  
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa 
keadilan.Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan 
tersebut dengan alat-alat bukti yang sah serta menciptakan hukum sendiri yang 
berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari 
segala hukum.Selain itu, Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan 
pertimbangan yuridis tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologis yang mengarah 
pada latar belakang terjadinya kekerasan. 
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Dari kejadian kekerasan terhadap barang yang merupakan pelanggaran 
terhadap Pasal 170 ayat (1) KUHP, seharusnya hakim menjatuhan vonis yang berat 
terhadap pelaku pengerusakan barang agar membuat pelaku tersebut jera dan 
membuat warga masyarakat lain merasa takut untuk ikut melakukannya. Namun dari 
segi sosiologi hukum, sekalipun pasal yang menjadi dasar dari putusan hakim adalah 
pasal yang sama, tetapi bersalah tidaknya terdakwa, berat ringannya vonis hakim 
masih bergantung pada berbagai faktor yang sifatnya nonhukum yaitu sumber-
sumber teori yang di anut oleh hakim, atribut-atribut pribadi hakim, sosialisasi 
professional hakim, tekanan-tekanan keadaan terhadap hakim, tekanan-tekanan 
keorganisasian terhadap hakim, alternatif-alternatif peraturan yang dapat digunakan.  
Oleh karena itu hakim di sini kita lihat sebagaimana bagian atau kelanjutan 
dari pikiran-pikiran dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Oleh sebab itu, di 
dalam menjalankan perannya itu ia merupakan pengembang nilai-nilai yang dihayati 
oleh masyarakat, hasil pembinaan masyarakat (sosialisasi), sasaran pengaruh 
lingkungannya pada waktu itu. Oleh karena itu, putusan hakim tidak dapat dilihat dari 
sudut yuridis-formalnya saja, melainkan harus dilihat sebagai sesuatu yang tidak 
otonom dan berdasarkan pada berbagai faktor-faktor nonhukum. 
Berdasarkan wawancara Hakim Rianto Adam Pontoh pada wawancara 3 
Maret 2016 5:  
                                                          




Dalam perkara ini hukuman penjara terhadap para terdakwa semuanya disama 
ratakan  tetapi apabila pada saat persidangan terdakwa sakit dan harus dirawat 
di rumah sakit maka masa tahanan yang dijalani tertunda dan setelah keluar 
dari rumah sakit langsung menjalani masa tahannya.  
 
Berdasarkan tanggapan hakim yang di jelaskan di atas dalam aturan hukum 
sebenarnya tidak ada yang mengatur apakah terdakwa sakit atau sehat sehingga 
dakwaan yang di putuskan itu ringan.Apabila ada aturan hukum yang mengatur hal 
tersebut maka semua orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dapat 
berpura-pura sakit sehingga dakwaan yang di jatuhkan itu lenih ringan tetapi itu 
semua tergantung oleh pertimbangan hakim yang berwenang memutuskan apakah 
dakwaan terdakwa tersebut berat atau ringan. Namun dari segi pertimbangan 
sosiologi hukum, sekalipun pasal yang menjadi dasar putusan hakim adalah pasal 
yang sama, tetapi bersalah tidaknya terdakwa, berat ringannya vonis hakim, masih 
tergantung pada kesalahan terdakwa, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara 
melakuka tindak pidana, sikap batin membuat tindak pidana, riwayat hidup dan 
keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh tindak pidana terhadap masa depan 
terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau 
keluarga. 
Selain hal tersebut diatas hakim dapat menemukan faktor-faktor lain seperti 
tidak adanya hal-hal yang menghapus pidana Terdakwa baik alasan pemaaf maupun 
alasan pembenar dalam diri terdakwa, terdakwa bersikap baik selama persidangan 
berlangsung dan berkata jujur dan berterus terang serta mengaku bersalah atas 
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perbuatan yang telah dilakukannya selama persidangan berlangsung dalam 
mempengaruhi pengambilan putusan terhadap terdakwa karena hakim memiliki 






A. Kesimpulan  
Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil 
penelitian yang di dapatkan oleh penulis, maka penulis menutup skripsi ini dengan 
memberikan kesimpulan sebagai berikut :  
1. Penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Makassar dalam 
Putusan Nomor 1613/Pid.B/2015/PN.Mks yang menyatakan bahwa 
terdakwa Zulkifli Amir Alias Rahmat terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum dengan tenaga bersama 
menggunakan kekerasan terhadap barang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) 
KUHP sudah tepat, hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta di 
persidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti dan 
keterangan terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar 
menjatuhkan sanksi pidana dengan menjalani pidana penjara selama 10 
(sepuluh) bulan dan membayar perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu 
rupiah).  
2. Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup 
banyak, mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-
unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan 
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pembenar, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan 
dan meringankan. Adapun pertimbangan Majelis Hakim yang telah 
memutuskan perkara ini yaitu karena perbuatan para terdakwa 
mengakibatkan Toko Alfamidi mengalami kerusakan yang mengakibatkan 
kerugian dan perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.  
B. Implikasi 
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal 
sebagai berikut :  
1. Dalam melakukan suatu perbuatan hendaknya kita dapat berpikir dampak 
dari suatu perbuatan yang akan kita lakukan dapat merugikan diri sendiri 
dan orang lain.  
2. Dalam melakukan aksi solidaritas sebaiknya masyarakat melihat pokok 
permasalahan yang terjadi sehingga masyarakat tidak melakukan hal-hal 
diluar dari maksud dan tujuannya. 
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